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Abstrak 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mempengaruhi kualitas kehidupan 
makhluk hidup di dalamnya. Masalah lingkungan hidup akhir-akhir ini sering terjadi dan nyata 
adanya salah satunya mengenai masalah pencemaran air. Perkembangan perusahaan tekstil 
merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan dan 
pembuangan limbah cairnya. Seperti halnya pencemaran air yang dilakukan oleh PT.A dan 
PT.G. Hasil Laboratorium menunjukan kedua perusahaan ini telah terbukti bahwa limbah cair 
yang dibuangnya telah melebihi ambang batas baku mutu limbah cair. Penelitiani inii 
bertujuani untuki mengetahuii tanggungi jawabi yangi dilakukani Perusahaani Tekstili 
terhadapi pencemarani airi dani penerapani sanksii bagii perusahaani tekstili terhadapi 
pencemarani airi sesuaii dengani Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 
Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidupi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif 
analisis, berupa data primer serta data sekunder seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder berupa 
doktrin, pendapat para ahli hukum serta bahan hukum tersier berupa data artikel, jurnal dan 
internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendeketan yang digunakan adalah berupa 
yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dijadikan sebagai norma, kaidah dan 
doktrin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab oleh 
PT.A dan PT.G terhadap pencemaran air, belum dilaksakan dengan benar dan baik sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Terhadap sanksi yang diterapkan baru berupa sanksi administrasi yang 
diterapkan dan belum bisa berjalan efektif, hal ini didasarkan kedua perusahaan ini masih 
melakukan kegiatan usahanya seperti biasa tanpa melakukan perbaikan terhadap sumber 
pencemarannya. 

Kata Kunci : Pencemaran Air; Tanggung Jawab; Penerapan Sanksi.  

Abstract 

Thei environmenti isi ai unityi ofi spacei thati affectsi thei qualityi ofi life. Environmental 
problems lately occur and real is one of the problems of water pollution. The development of 
textile companies is a serious threat to the environment, especially in the management and 
disposal of waste liquid. Suchi asi wateri pollutioni carriedi outi byi PT.Ai andi PT.G. Laboratory 
results show that both companies have proven that the liquid waste that is discarded has 
exceeded the standard threshold of liquid waste quality.  Thei researchi purposei fori knowingi 
thei responsibilityi ofi textilei companiesi againsti wateri pollutioni andi Applicationi ofi 
sanctionsi fori textilei companiesi againsti wateri pollutioni ini accordancei withi Undang-
Undangii Numberii 32ii Yearii 2009ii Aboutii Protectionii Andii Managementii Ofii Environment. 
Thisi researchi wasi conductedi ini ai descriptivei analysis,i i ini thei formi ofi primaryi datai andi 
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secondaryi datai suchi asi thei Undang-Undangi Numberi 32i Yeari 2009i Abouti Protectioni Andi 
Managementi Ofi Environment,i secondaryi datai ini thei formi ofi doctrine thei opinionsi ofi legali 
expertsi asi welli asi tertiaryi legali materiali ini thei formi ofi articlei data,i journalsi andi 
interneti relatedi toi research. Thei approachi methodi usedi isi ini thei formi ofi normativei 
juridicali isi ai methodi ini whichi lawi isi usedi asi norms,i rulesi andi doctrines.i Basedi oni thei 
researchi iti cani bei concludedi thati thei responsibilityi byi PT.Ai andi PT.Gi fori wateri pollution, 
it has not been properly implemented in accordance with Undang-Undang Number 32 Year 2009 
About Protection And Management Of Environment. The implementation of sanctions is only in 
the form of administrative sanctions that have been applied and have not been effective, this is 
based on the two companiesi stilli doingi theiri businessi asi usuali withouti makingi 
improvementsi toi thei sourcei ofi thei pollution. 

Key word : Water pollution; Responsibility; Application of sanctions. 

 

A. Pendahuluan. 

1. Latar Belakang Masalah. 

Lingkungani hidupi merupakani karuniai dani rahmati yangi diberikani Tuhani Yangi 

Mahai Esai kepadai seluruhi makhluki hidupi yangi adai dii dunia.i Lingkungani Hidupi 

yangi adai Indonesiai wajibi dijaga,i dilestarikani dani dikembangkani fungsii dani 

kemampuannyai agari dapati menjadii sumberi dani penunjangi bagii kelangsungani 

sertai peningkaatani kualitasi hidupi Bangsai Indonesia. 

Padai umumnya,i i istilahi lingkungani dengani lingkungani hidupi secarai harfiahi 

memangi beda,i namuni keduai istilahi inii memilkii maknai yangi sama.i Lingkungani 

adalahi seluruhi faktori luari yangi mempengaruhii suatui organisme,i faktor-faktori inii 

dapati berupai organismei hidupi (biotici factor) ataui variabel-variabeli yangi tidaki 

hidupi (abiotici factor)i 1.i Lingkungani hidupi adalahi kesatuani ruangi dengani semuai 

benda,i daya,i keadaan,i dani makhluki hidup,i termasuki manusiai dani prilakunya,i 

yangi mempengaruhii alami itui sendiri,i kelangsungani kehidupani dani kesejahteraani 

manusiai sertai makhluki hidupi lainnya2. 

Masalahi lingkungani dapati ditinjaui darii aspeki medik,i planologis,i teknologis,i 

tekniki lingkungan,i ekonomii dani hukum.i Segi-segii hukumi pengelolaani hidupi dani 

konservasii sumberi dayai alami dii Indonesiaipperlu dikaji secara intensif, karena 

pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa peraturan hukum. 

Masalahi lingkungani hidupi akhir-akhiri inii diakibatkani kecerobohani yangi 

dilakukani olehi manusiai yangi mengakibatkani pencemarani sehinggai dapati 

mengancami kehidupani manusia.i Salahi satui pencemarani yangi seringi terjadii adalahi 

pencemarani i air.i Payungi hukumi mengenaii Perlindungani dani penegakani terhadapi 

pencemarani lingkungani dii Indonesiai terdapati dalami Undang-Undangi Nomori 32i 

Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup.  

                                                             
1Agoesi Soegianto.i Ilmui Lingkungan,i Saranai Menujui Masyarakati Berkelanjutan,i Airlanggai 

Universityi Press,i Surabaya,i 2010,i hlm.i 1 
2Ashabuli Kahfi,i ‘Kejahatani Lingkungani Hidup’i (2014),i Jurnali Hukum-

FSHUINALAUDDIN,hlm.206. 
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Perusahaani tekstili adalahi bentuki usahai ataui lembagai yangi bergeraki dalami 

bidangi pengolahani bahani benangi ataui kaini dalami membuati kerajinan3. 

Pencemarani menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i i adalahi proses,i cara,i 

perbuatani mencemarii ataui mencemarkan.i i Pencemarani airi adalahi masuknyai ataui 

dimasukannyai mahkluki hidup,i zat,i energii dani ataui komponeni laini kedalami airi 

olehi kegiatani manusia,i sehinggai kualitasi airi turuni sampaii kei tingkati tertentui 

yangi menyebabkani airi tidaki dapati berfungsii sesuaii dengani peruntukannya,i 

definisii tersebuti tersirati bahwai pencemarani airi dapati terjadii secarai sengajai 

maupuni tidaki sengajai darii kegiatani manusiai padai suatui perairani yangi 

peruntukannyai sudahi jelas4.i  

Airi adalahi unsuri kimiai yangi berbentuki cairan,i yangi dibutuhkani bagii seluruhi 

makhluki hidup.i Airi merupakani sumberi dayai alami yangi memenuhii hajati hidupi 

orangi banyaki sehinggai perlui dilindungii agari dapati tetapi bermanfaati bagii hidupi 

dani kehidupani manusiai sertai makhluki lainnya.i Airi yangi kualitasnyai buruki akani 

mengakibatkani kondisii lingkungani hidupi menjadii buruki sehinggai akani 

mempengaruhii kondisii kesehatani dani keselamatani manusiai sertai kehidupani 

makhluki hidupi lainnya.i Penurunani kualitasi airi akani menurunkani dayai guna,i hasili 

guna,i produktivitas,i dayai dukungi dani dayai tampungi darii sumberi dayai airi yangi 

padai akhirnyai akani menurunkani kekayaani sumberi dayai alami (naturali resourcesi 

depletion)5. 

Perkembangani industrii merupakani suatui kegiatani yangi tujuannyai untuki 

meningkatkani kesejahteraani masyarakati disegalai bidangi yangi menyangkuti 

kehidupani manusiai yaitui mencapaii kualitasi kehidupani yangi lebihi baiki terutamai 

meningkatkani kesejahteraani masyarakati disekitarnya.i Kawasani Industrii yangi 

tersebari dii Indonesia,i 40i diantaranyai berlokasii dii wilayahi Jawai Barat.i Terdapati 

31.000i Hektari luasi Industrii yangi tersebari dii Indonesia,i 23.000i Hektari 

diantaranyai beradai dii wilayahi Jawai Barati 6.i Banyaknyai perusahaani industrii 

termasuki industrii tekstili akani berdampaki terhadapi kerusakani lingkungani 

khususnyai air.i Kekhawatirani inii sangati mudahi dirasakani karenai kenyataani 

menunjukani bahwai lingkungani hidupi dii Indonesiai terutamai dii wilayahi Jawai 

Barat,i belumi terhindari darii ancamani pencemarani akibati buangani limbahi yangi 

berasali darii perusahaani industri.i Setiapi kegiatani yangi dilakukani olehi perusahaani 

industri,i terutamai dalami hali membuangi limbahi industrii harusi memilkii izini 

Instalasii Pembuangani Airi Limbahi (IPAL).i IPALi (Instalasii Pengolahani Airi Limbah)i 

                                                             
3Mahai Guru,i”Apai Perbedaani Antarai Industrii daniPerusahaan” ,ihttps:/ /brainly.co.id 

/tugas/12075267i ,iDiaksesi Padai Harii Jumat,i Tanngali 9i Mei,i Pukuli 20.25i WIB. 
4Ariei Herlambang,i ‘Pencemarani Airi dani Strategii Penanggulangganya’,i Jurnali Teknologii 

Lingkungani Vol.2,i Nomori 1,i 2006.i Hlm.20. 
5Masrudii Muchtari dani Abduli Khairi dani Noradi,i i Hukumi Kesehatani Lingkungan,i Pustakai 

Barui Press,i Yogyakarta,i 2016,i hlm.126.i  
6Kementriani Perindustriani Republiki Indonesia,i “Jabari Jantungi Perindustriani Nasional”,ihttp:// 

www . kem enperin.go.id/artikel/9664/ Jabar-Jantung-Industri-Nasional.html,i Diaksesi Padai 
Harii Senin,i Tanggali 15i Mareti 2019,i Pukuli 22.15i WIB. 

https://brainly.co.id/tugas/12075267
https://brainly.co.id/tugas/12075267
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merupakani sebutani bagii fasilitasi pengolahani limbahi cairi ataui airi limbahi yangi 

dibuangi masyarakati ataupuni industri.i  

Perusahaani industrii khsusunyai perusahaani yangi bergeraki dalami bidangi tekstili 

yangi adai dii jawai barat,i masihi banyaki yangi belumi menerapkani sistemi Instalasii 

Pengelolaani Airi Limbahi (IPAL)i dengani baiki dani benar,i kebanyakani perusahaani 

industrii membuangi begitui sajai limbahnyai kei matai air,i yangi digunakani olehi 

masyarakat.i Tentui inii sangati merugikani banyaki pihaki khususnyai masyarakati 

yangi adai dii sekitari perusahaani tekstil.i Kebanyakani limbahi yangi dibuangi olehi 

perusahaani tekstili berbentuki cair,i sehinggai dapati dengani mudahi mencemarii 

sungaii ataui matai airi lainnyai dii sekitari masyarakat. 

Terdapati beberapai kasusi pencemarani airi yangi dilakukani olehi perusahaani 

tekstili yangi terjadii dii wilayahi Jawai Barati dani hampiri mempunyaii kesamaani 

dalami kasusnyai yaitui dalami pembuangani airi limbah.i Sepertii halnyai kasusi 

pencemarani yangi dilakukani olehi PT.i Ai dani PT.i Gi merupakani perusahaani tekstili 

yangi terletaki dii Kotai Bandung.i  

PT.Ai dani PT.Gi sebenarnyai sudahi memilikii Instalasii Pembuangani Airi Limbahi 

(IPAL),i namuni kemampuannyai tidaki sebandingi dengani limbahi yangi dihasilkani 

(Overload).i Datai darii hasili laboratoriumi Dinasi lingkungani Hidup,i kandungani 

dalami sempeli airi limbahi PT.Ai dani PT.Gi telahi melanggari Bakui Mutui Airi Limbah.i 

PT.Ai telahi melanggari bakui mutui airi limbahi dengani limai parameteri tidaki 

memenuhii ataui melebihii bakui mutui sepertii Chemicali Oxsygeni Demandi (COD),i 

Biologicali Oxsigeni Demandi (BOD5),i Padatani Tersupensii Totali (Tss),i Sulfidai (Sebagaii 

S),i Potensiali Hidrogeni (PH),i sedangkani PT.Gi telahi melanggari bakui mutui airi 

limbahi dengani empati parameteri bakui mutui yangi melebihii ambangi batasi bakui 

mutui perusahaani tekstili sepertii Biologicali Oxigeni Demandi (BOD5),i Chemicali 

Oxygeni Demandi (COD),i Padatani Tersupensii Totali (Tss)i sertai Minyaki dani lemak. 

Perusahaani tekstili seharusnyai bertanggungi jawabi atasi pencemarani airi yangi 

dilakukannyai termasuki PT.Ai dani PT.G,i namuni kebanyakani pelakui pencemarani airi 

tidaki melaksanakani tanggungjawabi sebagaimanai mestinyai atasi pencemarani yangi 

dilakukannya.i Penegakani hukumi pencemarani airi terhadapi perusahaani tekstili yangi 

kurangi memberikani efeki jera,i memperkuati kesani bahwai ‘mencemarii itui murah’i 

menjadii salahi satui faktori penyebabi pencemarani airi yangi dilakukani olehi 

perusahaani tekstili masihi terjadii sampaii saati ini.  

2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang dikaji sebagi berikut : 

1) Bagaimanai tanggungi jawabi yangi dilakukani olehi Perusahaani Tekstili terhadapi 

pencemarani air? 

2) Bagaimanai penerapani sanksii bagii perusahaani tekstili yang melakukani 

pencemarani airi sesuaii dengani Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup? 
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B. Metode Penelitian. 

Spesifikasii penelitiani yangi dilakukani adalahi secarai deskriptifi analisis,i yaitui suatui 

metodei penelitiani dengani carai menggambarkani secarai sistematisi dani 

menggambarkan data primer berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup data sekunder berupa doktrin, pendapat 

para ahli hukum serta bahan hukum tersier berupa data artikel, jurnal dan internet yang 

berkaitan dengan penelitianii. Metodei pendekatani dalami penyusunani skripsii yangi 

dilakukani penelitii adalahi metodei pendekatani dengani carai yuridisi normatifi yaitui 

hukumi dikonsepsikani sebagaii norma,i asas,i ataui dogma-dogma.i i Penafsirani hukumi 

gramatikali yaitui penafsirani yangi dilakukani dengani carai melihati artii katai pasali 

dalami Undang-Undang,i menjadii metodei pendekatani dalami penyusunani skripsii ini. 

Tahapi Penelitiani yangi digunakani yaitui berdasarkani Penelitiani Kepustakaani 

(Libraryi Research).i Penelitiani kepustakaani yangi dilakukani olehi penelitii adalahi untuki 

mendapatkani datai skunderi bahani hukumi primeri berupai Peraturani Perundang-

Undangan,i datai sekunderi bahani hukumi sekunderi berupai doktrini ataui pendapati 

parai ahlii hukum,i datai sekunderi bahani hukumi tersieri berupai bahan-bahan-bahani 

yangi penelitii dapatkani darii mediai cetaki maupuni mediai elektronik.i Penelitii 

Lapangani (Fieldi Research). Penelitiani lapangani yangi dilakukani untuki menunjangi 

sertai melengkapii studii kepustakaani dengani carai langsungi melakukani penelitiani dii 

lapangani dani wawancarai dengani pihak-pihaki terkait. 

Penelitii menggunakani lokasii penelitiani untuki mengumpulkani dani mendapatkani 

datai yangi penelitii butuhkani dalami prosesi penyusunani yaitui terdirii darii 

Perpustakaani Universitasi Komputeri Indonesia,i Jalani Dipatiukuri No.112i Bandung,i 

Perpustakaani Universitasi Pasundan,i Jalani Lengkongi Dalami No.17i Bandung,i Badani 

Pengendaliani Lingkungani Hidupi (BPLH)i Daerahi Kotai Bandung.,i Badani Pengendaliani 

Lingkungani Hidupi (BPLH)i Daerahi Bandungi Barati dani website. 

C. Tinjauani Teoritisi Mengenaii Pencemarani Airi Yangi Dilakukani Perusahaani 

Tekstili.  

1. Pengertian Lingkungan hidup. 

Lingkungani hidupi diartikani sebagaii benda,i kondisi,i keadaan,i ruangi dani 

mempengaruhii hali yangi hidupi termasuki kehidupani manusia7.i Pengertiani 

lingkungani hidupi jugai terdapati dalami Pasali 1i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 

32i Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup,i 

menyatakani : 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain”. 

 

 

                                                             
7
Emili Salim,i Lingkungani Hidupi dani Pembangunan,i Mutiara,i Jakarta,i 1982,i hlm.1.i  
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2. Baku Mutu Lingkungan hidup. 

Pasali 1i Ayati (13)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani 

dani Pengelolaani Lingkungani hidup,i menyatakani : 

“Bakui mutui lingkungani hidupi adalahi ukurani batasi ataui kadari makluki hidup,i 

zat,i energii ataui komponeni yangi adai ataui harusi adai dan/ataui unsuri pencemari 

yangi ditenggangi keberadaannyai dalami suatui sumberi dayai tertentui sebagii 

unsuri lingkungani hidup”. 

Mengenaii bakui mutui lingkungani hidup,i meliputii beberapai bentuk-bentuki bakui 

mutu,i yaitu: 

a. Bakui Mutui Udara. 

Pasali 1i Ayati (7)i Peraturani Pemerintahi Nomori 41i Tahuni 1999i tentangi 

Pengendaliani Pencemarani Udara,i meyatakani : 

“Bakui mutui udarai ambieni adalahi ukurani batasi ataui kadari zat,i energi,i 

dan/ataui komponeni yangi adai yangi seharusnyai adai dan/ataui unsuri 

pencemari yangi ditenggangi keberadaannyai dalami udarai ambien”. 

b. Bakui Mutui Tingkati Kebisingan. 

Pasali 1i Ayati (3)i Keputusani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 48i Tahuni 

1996i Tentangi Bakui Tingkati Kebisingan,i menyatakani : 

“Bakui tingkati kebisingani adalahi batasi maksimali tingkati kebisingani yangi 

diperbolehkani dibuangi kei lingkungani darii usahai ataui kegiatani sehinggai 

tidaki menimbulkani gangguani kesehatani manusiai dani kenyamanani 

lingkungan”. 

c. Bakui Mutui Air. 

Pasali 1i Ayati (9)i Peraturani Pemerintahi Nomori 82i Tahuni 2001i tentangi 

Pengelolaani Kualitasi Airi dani Pengendaliani Pencemarani Air,i meyatakani : 

“Bakui mutui airi adalahi ukurani batasi ataui kadari makhluki hidup,i zat,i 

energi,i ataui komponeni yangi adai ataui harusi adai dan/ataui unsuri 

pencemari yangi ditenggangi keberadaannyai dii dalami air”. 

d. Bakui Mutui Airi Limbah. 

Pasali 1i Ayati (31)i Peraturani Mentrii Lingkungani Hidupi Nomori 5i Tahuni 

2014i Tentangi Bakui Mutui Airi Limbah,i menyatakan: 

“Bakui mutui airi limbahi adalahi ukurani batasi ataui kadari unsuri pencemari 

dan/ataui jumlahi unsuri pencemari yangi ditenggangi keberadaannyai dalami 

airi limbahi yangi akani dibuangi ataui dilepaskani kei dalami mediai airi darii 

suatui usahai dan/ataui kegiatan”. 

3. Pencemaran Lingkungan Hidup. 

Pasali 1i Ayati (14)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup,i menyatakani : 

i “Pencemarani lingkungani hidupi adalahi masuki ataui dimasukannyai makhluki hidup,i 

zat,i energi,i dan/ataui komponeni laini kei dalami lingkungani hidupi olehi kegiatani 

manusiai sehinggai melampauii bakui mutui lingkungani hidupi yangi telahi 

ditetapkan.” 

Secarai umumi pencemarani lingkungani terbagii dalami empati bagian: 
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a. Pencemarani Air. 

Pasali 1i Ayati (11)i Peraturani Pemerintahi Nomori 82i Tahuni 2001i tentangi 

Pengelolaani Kualitasi Airi dani Pengendaliani Pencemarani Air,i menyatakani : 

i “Pencemarani airi adalahi masuknyai ataui dimasukkannyai makhluki hidup,i zat,i 

energii dani ataui komponeni laini kei dalami airi olehi kegiatani manusia,i 

sehinggai kualitasi airi turuni sampaii ketingkati tertentui yangi menyebabkani 

airi tidaki dapati berfungsii sesuaii dengani peruntukannya”. 

b. Pencemarani Udara. 

Pencemarani udarai dapati ditimbulkani olehi sumber-sumberi alamii maupuni 

kegiatani manusia.i Pasali 1i Ayati (1)i Peraturani Pemerintahi Nomori 41i Tahuni 

1999i tentangi Pengendaliani Pencemarani Udara,i menyatakan:i  

“Pencemarani udarai adalahi masuknyai ataui dimasukannyai zat,i energi,i 

dan/ataui komponeni laini kei dalami udarai ambieni olehi kegiatani manusia,i 

sehinggai mutui udarai ambieni turuni sampaii kei tingkati tertentui yangi 

menyebabkani udarai ambieni tidaki dapati memenuhii fungsinya”. 

c. Pencemarani Kebisingan. 

Kebisingani merupakani suarai ataui bunyii yangi tidaki diinginkan.i Pasali 1i 

Ayati (1)i Peraturani Mentrii Lingkungani Hidupi Nomori 48i Tahuni 1996,i 

menyatakani : 

“Kebisingani adalahi bunyii yangi tidaki diinginkani darii usahai ataui kegiatani 

dalami tingkati dani waktui tertentui yangi dapatimenimbulkani gangguani 

kesehatani manusiai dani kenyamanani lingkungan”. 

d. Pencemarani Tanah. 

Pasali 1i Peraturani Pemerintahi Nomori 150i Tahuni 2000i tentangi 

Pengendaliani Kerusakani Tanahi Untuki Produksii Biomassa,imenyatakani : 

“Tanahi adalahi salahi satui komponeni lahan,i berupai lapisani teratasi keraki 

bumii yangi terdirii darii bahani minerali dani bahani organiki sertai 

mempunyaii sifati fisik,i kimia,i biologi,i dani mempunyaii kemampuani 

menunjangi kehidupani manusiai dani makhluki hidupi lainnya”. 

4. Pengertian Perusahaan tekstil. 

Pasali 1i Hurufi bi Undang-Undangi Nomori 3i Tahuni 1982i Tentangi Wajibi Daftari 

Perusahaan,i menyatakani : 

“Perusahaani adalahi setiapi bentuki usahai yangi menjalankani setiapi jenisi usahai 

yangi bersifati tetapi dani terusi menerusi dani yangi didirikan,i bekerjai sertai 

berkedudukani dalami wilayahi Negarai Republiki Indonesia,i untuki tujuani 

memperolehi keuntungani dani ataui laba”. 

Tekstili itui sendirii menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI),i tekstili 

merupakani bahani pakaiani (sepertii kain)i yangi dapati dibuati pakain.i Tekstili adalahi 

bahani yangi berasali darii serati yangi diolahi menjadii benangi ataui kaini sebagaii 

bahani untuki pembuatani busanai dani berbagaii kerajinani lainnya.i Perusahaani 
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tekstili adalahi bentuki usahai ataui lembagai yangi bergeraki dalami bidangi 

pengolahani bahani benangi ataui kaini dalami membuati kerajinan8. 

5. Izin Lingkungan. 

Setiapi pelakui usahai yangi dapati berdampaki padai lingkungani hidupi wajibi 

memilikii izini lingkungan.i Izini lingkungani inii i diberikani kepadai perusahaani yangi 

wajibi memilikii Analisisi Dampaki Lingkungani Hidupi (AMDAL).i AMDALi inii dibuati 

sebelumi pelakui usahai memulaii usahanyai sebagaii kewajibani bagii setiapi 

perusahaani khusunyai padai perusahaani tekstil.i Kegunaani AMDALi adalahi untuki 

menjamini suatui usahai ataui kegiatani pembangunani layaki lingkungan,i ditujukani 

untuki menjamini rencanai usahai layaki lingkungan.i Tujuani AMDALi secarai umumi 

adalahi untuki menjagai dani meningkatkani kualitasi lingkungani sertai menekani 

pencemarani sehinggai dampaki negatifnyai terhadapi lingkungan. 

Pasali 1i Ayati (1)i Peraturani Pemerintahi Nomori 27i Tahuni 2012i tentangi Izini 

Lingkungan,imenyatakani : 

“Izini Lingkungani adalahi izini yangi diberikani kepadai setiapi orangi yangi 

melakukani Usahai dan/ataui Kegiatani yangi wajibi Amdali ataui UKL-UPLi dalami 

rangkai perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidupi sebagaii prasyarati 

memperolehi izini Usahai dan/ataui Kegiatan”. 

Penjelasani mengenaii Analisisi Dampaki Lingkungani Hidupi (AMDAL)i terdapati 

dalami Pasali 1i Ayati (11)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup,i menyatakan: 

i“Analisisi mengenaii dampaki lingkungani hidup,i yangi selanjutnyai disebuti Amdal,i 

adalahi kajiani mengenaii dampaki pentingi suatui usahai dan/ataui kegiatani yangi 

direncanakani padai lingkungani hidupi yangi diperlukani bagii prosesi pengambilani 

keputusani tentangi penyelenggaraani usahai dani /i ataui kegiatan”.i 

Pasali 22i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i tentangi Perlindungani 

dani pengelolaani Lingkungani Hidup,i menyatakan:i  

“Setiapi usahai dan/ataui kegiatani yangi berdampaki pentingi terhadapi lingkungani 

hidupi wajibi memilikii AMDAL”. 

Melaluii pengkajiani AMDAL,i kelayakani lingkungani sebuahi rencanai usahai ataui 

kegiatani pembangunani diharapkani mampui meminimalkani kemungkinani dampaki 

lingkungani yangi negatif,i sertai dapati memanfaatkani dani mengelolai sumberi dayai 

alami secarai efisien. 

6. Pengertian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 

Instalasii Pengolahani Airi Limbahi i (IPAL)i adalahi suatui perangkati peralatani 

tekniki besertai perlengkapannyai yangi memprosesi ataui mengolahi cairani sisai 

prosesi produksii ataui airi limbah,i sehinggai airi limbahi i tersebuti layaki dibuangi kei 

                                                             
8
Mahai Guru,i “Apai Perbedaani Antarai Industrii dani Perusahaan”,i 
https://brainly.co.id/tugas/12075267i ,i Diaksesi Padai Harii Jumat,i Tanngali 9i Mei,i Pukuli 
20.25i WIB. 

https://brainly.co.id/tugas/12075267
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lingkungani dani sesuaii dengani bakui mutui lingkungan9.i Setiapi Limbahi cairi yangi 

dilakukani olehi kegiatani perusahaani tekstili harusi melaluii prosesi IPALi terlebihi 

dahulu,i sebagaimanai yangi terdapati dalami Pasali 1i Hurufi ti Peraturani Daerahi Kotai 

Bandungi Nomori 6i Tahuni 2002i tentangi Penyelenggaraani Pengairani dii Kotai 

Bandung,i menyatakani : 

“Airi buangani adalahi setiapi bahani cairi hasili sampingi kegiatani ekonomii ataui 

prosesi produksii setelahi melaluii prosesi IPALi kecualii yangi berasali darii tumahi 

tangga”. 

7.  Pencemaran Air Oleh Perusahaan Tekstil. 

Pencemarani menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i adalahi proses,i 

cara,i perbuatani mencemarii ataui mencemarkani pengkotoran.i Airi merupakani unsuri 

yangi tidaki dapati dipisahkani darii kehidupani manusia,i yaknii demii peradabani 

manusia.i Pasali 1i Ayati (1)i Peraturani Pemerintahi Nomori 82i Tahuni 2001i tentangi 

Pengelolaani Kualitasi Airi dani Pengendaliani Pencemarani Air,i menyatakan:i  

“Airi adalahi semuai airi yangi terdapati pada,i dii atas,i maupuni dibawahi 

permukaani tanah.i Airi dalami pengertiani inii termasuki airi permukaan,i airi 

tanah,i airi hujan,i dani airi lauti yangi dimanfaatkani dii darat.” 

Pasali 1i Ayati (11)i Peraturani Pemerintahi Nomori 82i Tahuni 2001i tentangi 

Pengelolaani Kualitasi Airi Dani Pengendaliani Pencemarani Air,i menyatakani : 

“Pencemarani airi adalahi memasuknyai ataui dimasukannyai makhluki hidup,i zat,i 

energii dani ataui komponeni laini kei dalami airi olehi kegiatani manusia,i sehinggai 

kualitasi airi turuni sampaii kei tingkati tertentui yangi menyebabkani airi tidaki 

dapati berfungsii sesuaii peruntukannya.” 

Airi yangi tercemari adalahi airi yangi telahi menyimpangi darii keadaani normalnya,i 

dengani tanda-tandai berikuti ini10: 

a. Perubahani suhui air,i semakini tinggii suhui airi makai semakini sedikiti 

kadarO2i yangi laruti dalami air. 

b. Perubahani pH,i airi dapati bersifati asami ataui basai tergantungi besari 

kecilnyai pH. 

c. Perubahani warna,i bau,i dani rasai air,i airi bersihi adalahi airi yangi 

berwarnaii bening,ii jernih,ii tidakii berbau,ii danii tidakii berasal. 

 

D. Pembahasan.  

1. Tanggungi jawabi yangi dilakukani olehi Perusahaani Tekstili terhadapi pencemarani air 

Perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidupi adalahi upayai yangi dilakukani 

untuki melestarikani lingkungani hidupi dani mencegahi sertai mengurangii terjadii 

pencemarani lingkungani hidup.i Upayai perlindungani dani pengelolaani lingkungani 

hidupi harusi dilakukani secarai terpadui yangi mencakupi seluruhi bidangi yangi 

bertujuani berkelanjutani fungsii lingkungani hidupi sesuaii dengani Pasali 3i Undang-

                                                             
9
Konsultani IPALi Kotai Bandung,i “IPALi Perusahaani Tekstil”,i http:// palindustritekstil.  
banyubiruberkahsejati. co.id/ 2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/ Diaksesi Padai 
Selasa,i Tanggali 2i Julii 2019,i Pukuli 21.00i WIB. 

10
Dikutip dari Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup. Tanggal 23 Mei 2019. 

http://ipalindustritekstil.banyubiruberkahsejati.co.id/2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/
http://ipalindustritekstil.banyubiruberkahsejati.co.id/2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/
http://ipalindustritekstil.banyubiruberkahsejati.co.id/2016/09/21/instalasi-pengolahan-air-limbah-ipal/


 10 
            FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 
 

 
 

 
 

Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani 

Lingkungani Hidup. 

Masalahi pencemarani lingkungani hidupi inii akhir-akhiri inii biasanyai seringi 

dilakukani olehi perusahaani dalami menjalankani kegiatani usahanya.i Perusahaani 

yangi melakukani pencemarani biasanyai adalahi perusahaani tekstil.i Pencemarani 

perusahaani tekstili biasanyai dalami bentuki pencemarani air,i dimanai kebanyakani 

permasalahani perusahaani tekstili inii terdapati padai limbahi cairnya , sepertii halnya 

pencemaran airi akibat dari  yangi dilakukani olehi PT.A dan PT.Gi.  

PT.Ai dani PT.Gi sebenarnyai sudahi memilkii dokumeni Amdali sertai memilkii 

Instalasii Pengelolaani Airi Limbahi (IPAL)i dani izini Instalasii Pengelolaani Airi Limbahi 

(IPAL),i namuni keduai perusahaani inii masihi melakukani pencemarani air.i 

Pencemarani airi inii terjadii karenai ketidaki sesuaiani antarailimbahi yangi dihasilkani 

dengani kapasitasi IPALi (overload)i yangi dimilikii.  

Pembuangani limbahi cairi inii menimbulkani beberapai dampaki negatifi terhadapi 

wargai sekitari sepertii kesulitani airi bersihi karenai beberapai sumberi airi wargai 

tercemari khsusunyai sumuri air,i menimbulkani baui yangi menyengati dii sekitari 

perusahaan,i sertai kesuburani tanahi menjadii berkurangi dani sebagiani limbahi cairi 

buangannyai bermuarai kei sungaii Cilintungi dan ke sungai Citarumi. 

Pencemarani airi yangi dilakukani olehi PT.Ai dani PT.Gi inii didasarkani padai hasili 

laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi dii manai keduai perusahaani inii telahi 

terbuktii melanggari parameteri ambangi batasi bakui mutui airi limbahi sesuaii dengani 

Peraturani Menterii Lingkungani Hidupi Nomori 5i Tahuni 2014i Lampirani XLIIi 

TentangiBakui Mutui Airi Limbah.i Datai darii laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi 

menyatakani bahwai PT.Ai melanggari limai parameteri melebihii ambangi batasi bakui 

mutui airi limbahi yaitui Chemicali Oxygeni Demandi (COD),i Biologicali Oxygeni Demandi 

(BOD5),i Padatani Tersuspensii Totali (Tss),i Sulfidai (Sebagaii S)i . 

Tabeli Haili Pengujiani Laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi terhadapi PT.A. 

No Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Pengujian Pt.A 

1 
Biological Oxigen 

Demand (BOD5) 
mg/L 60 316,58 

2 
Chemical Oxygen 

Demand (COD) 
mg/L 150 787,2504 

3 
Padatan Tersupensi 

Total (Tss) 
mg/L 50 212,00 

4 Fenol Total mg/L 0,5 <0,00045 

5 Krom Total (Cr-T) mg/L 1,0 <0,0366 

6 
Amonia Total (NH3-

N) 
mg/L 8,0 0,6240 

7 Sulfida (Sebagai S) mg/L 0,3 2,5488 

8 Minyak dan Lemak Mg/L 3,0 6,00 
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Pencemarani airi jugai dilakukani olehi PT.G,i Datai laboratoriumi Dinasi Lingkungani 

Hidupi menyatakani bahwai PT.Gi telahi melanggari empatiparameteri melebihii 

ambangi batasi bakui parameteri melebihii ambangi batasi bakui mutui airi limbahi 

yaitui Biologicali Oxygeni Demandi (BOD),i ChemicaliOxygeni Demandi (COD),i Padatani 

Tersuspensii Totali (Tss)i sertai minyaki dani lemak. 

Tabeli Hasili Pengujiani Laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi terhadapi PT.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungi jawabi lingkungani merupakani suatui kewajibani yangi harusi dilaksakani 

dani dibebankani kepadai perusahaani yangi melakukani pencemarani airi termasuki i 

PT.Ai dani PT.G.i Tanggungi jawabi inii dapati berupai penanggulangan,i pemulihani fungsii 

lingkungani maupuni gantii rugi.i Terdapati beberapai tanggungi jawabi yangi seharusnyai 

dilaksakani sebagaii kewajiban,i tetapii belumi dilaksakani olehi PT.Ai dani PT.G,i yaitui : 

1) Tanggungi Jawabi terhadapi Penanggulangani Pencemarani . 

Perusahaani tekstili jugai mempunyaii tanggungi jawabi dalami hali 

penanggulangan,i sesuaii dengani Pasali 53i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i 

Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup.  

Penanggulangani inii jugai wajibi dilakukani olehi PT.Ai dani PT.Gi yangi sudahi 

melakukani pencemarani airi berdasarkani hasili laboratoriumi Dinasi Lingkungani 

Hidup.i Adapuni bentuki penanggulangani pencemarani yangi seharusnyai dilakukani 

PT.Ai dani PT.Gi terdapati dalami Pasali 53i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 32i 

Tahuni 2009i Tentangi Pengelolaani dani Perlindungani Lingkungani Hidup. 

Kewajibani perusahaan,i salahi satunyai perusahaani tekstili adalahi memberikani 

informasii peringatani pencemarani yangi terkaiti dengani perlindungani kepadai 

masyarakat.i Informasii peringatani inii seharusnyai dilakukani olehi perusahaani 

9 Ph - 6,0 – 9,0 10,51 

No Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Pengujian Pt.G 

1 
Biological Oxigen 

Demand (BOD5) 
mg/L 60 430,75 

2 
Chemical Oxygen 

Demand (COD) 
mg/L 150 1.0628,21 

3 
Padatan Tersupensi 

Total (Tss) 
mg/L 50 116,00 

4 Fenol Total mg/L 0,5 0,0022 

5 Krom Total (Cr-T) mg/L 1,0 0,2802 

6 
Amonia Total (NH3-

N) 
mg/L 8,0 4,2700 

7 Sulfida (Sebagai S) mg/L 0,3 0,6915 

8 Minyak dan Lemak mg/L 3,0 6,00 

9 PH Mg/L 6,0 – 9,0 6,091 
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tekstili kepadai masyarakati sekitari sebagaii upayai pencegahani penggunaani airi 

yangi sudahi tercemari olehi perusahaani tekstil.i Pemberiani informasii peringatani 

pencemarani inii jugai seharusnyai dilakukani olehi PT.Ai dani PT.Gi yangi sudahi 

melakukani pencemarani air.i Berdasarkani faktai yangi ada,i baiki PT.Ai dani PT.Gi 

samai sekalii tidaki melakukani kewajibani yaitui memberikani informasii 

peringatani terkaiti pencemarani yangi dilakukannya.i Sebaliknya,i baiki PT.Ai dani 

PT.Gi lebihi memilihi diami darii padai memberikani informasii peringatani kepadai 

masyarakat,i padahali dampaknyai sudahi dirasakani olehi masyarakat. 

PT.Ai dani PT.Gi sampaii sekarangi masihi melakukani aktivitasi sepertii biasa,i 

padahali dalami Pasali 53i Ayati (2)i hurufi ci Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 

2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup,i sudahi jelasi 

bahwai dalami hali penanggulangani seharusnyai PT.Ai dani PT.Gi menghentikani 

sementarai kegiatani perusahannya,i sebagaii upayai penghentiani sumberi 

pencemarani (Prinsiplei ofi Abatementi ati thei Source).i Tanggungi jawabi tersebuti 

jugai menekankani kepadai kesadarani perusahani yangi melakukani pencemarani 

airi baiki PT.Ai dani PT.Gi untuki memperbaikii sumberi pencemaranya,i sertai 

sebagaii bentuki penanggulangani agari tidaki terjadii kerusakani yangi lebihi parahi 

terhadapi lingkungani hidupi khususnyai masyarakati sekitari yangi merasakani 

langsungi dampaki darii pencemarani airi yangi dilakukani PT.Ai dani PT.G. 

2) Tanggungi Jawabi Sosiali dani Lingkungani (Corporatei Sosiali Responsibility/CSR).i  

Tanggungi jawabi sosiali dani lingkungani (Corporatei Sosiali Responsibility/CSR)i 

lebihi ditekankani kepadai komitmeni setiapi perusahaani yangi berdampaki padai 

lingkungani sebagaii suatui kewajibani sertai kontribusii terhadapi kualitasi 

lingkungani hidupi dani kualitasi makhluki hidupi sesuaii dengani Pasali 74i Ayati 

(1)i Undang-Undangi Nomori 40i Tahuni 2007i Tentangi Perseroani Terbatasi. i CSRi 

inii ditujukani untuki menjagai kelestariani alami dani menekani dampaki negatifi 

terhadapi lingkungani darii setiapi kegiatani perusahaani termasuki PT.Ai dani PT.G.i 

Datai CSRi bidangi lingkungani tahuni 2018i yangi dikeluarkani olehi Dinasi 

Komunikasii dani Informatikai Kotai Bandung11,i tidaki terdapati datai CSRi bidangi 

lingkungani yangi sudahi dilakukani olehi PT.Ai dani PT.G.i Keduai perusahaani inii 

belumi melaksanakani kewajibani CSRi dii bidangi lingkungan. 

3) Tanggungi Jawabi terhadapi Pemulihani Lingkungan. 

iPemulihani terhadapi fungsii lingkungani hidupi darii pencemarani airi olehi 

perusahaani tekstili wajibi dilakukani olehi perusahaan.i Pemulihani inii dijadikani 

sebagaii bentuki tanggungi jawabi dalami mengembalikani fungsii darii lingkungani 

hidup sesuai dengan Pasali 54i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i 

Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

Perusahaani yangi melakukani pencemarani seharunyai melakukani pemulihani 

fungsii lingkungani hidupi termasuki pencemarani yangi dilakukani olehi PT.Ai dani 

PT.G.i Pasali inii sudahi sangati jelasi mengenaii tanggungi jawabi terhadapi 

                                                             
11Pendatai Kotai Bandung,i “Datai CSRi Kotai Bandungi Tahuni 2018”,i http://data.bandung.go.idi /i 

dataset/i data-csr-kota-bandungi tahun2018i /resource/i 595e1eaf-36a4-4983-aa3a-
4a78412ee50e,i Diaksesi Padai Harii Minggu,i Tanggali 21i Julii 2019,i Pukuli 22.10i WIB. 
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pengembaliani kembalii fungsii lingkungan,i faktanyai pemulihani fungsii lingkungani 

hidupi akibati darii pencemarani airi sebagiani besari perusahaani tidaki 

melaksakanani isii Pasali ini,i termasuki i yangi dilakukani olehi PT.Ai dani PT.G.i 

Faktori inilahi yangi menyebabkani terganggunyai fungsii lingkungani hidup,i 

sehinggai berakibati padai menurunnyai kualitasi lingkungani hidupi yangi beradai 

dii perusahaani tersebut. 

Pemulihani fungsii lingkungani inii bisai dilakuani dengani bebrapai tahap,i sesuaii 

dengani Pasali 54i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup, seperti : 

a. Remidiasi. 

Remediasii pemulihani fungsii lingkungani hidupi diartikani sebagaii upayai 

pengembaliani fungsii lingkungani hidupi darii pencemarani untuki 

memperbaikii darii segii mutui lingkungan.i Remediasii yangi bisai dilakukani 

olehi PT.Ai dani PT.Gi salahi satunyai adalahi dengani carai memasukani zati 

kimiai ataui mikroorganismei yangi dapati menetralkani pencemarani limbahi 

cair,i sehinggai dapati mengembalikani fungsii lingkungan. 

b. Rehabilitasi. 

Rehabilitasii pemulihani fungsii lingkungani hidupi diartikani sebagaii 

upayai pemulihani fungsii lingkungani hidupi untuki mengembalikani nilai,i 

fungsi,i dani manfaati lingkungani hidupi termasuki upayai pencegahani 

kerusakani lahan,i memberikani perlindungani dani memperbaikii ekosistem.i 

Rehabilitasii yangi bisai dilakukani olehi PT.Ai dani PT.Gi salahi satunyai 

adalahi dengani carai menanami tumbuhani dii sekitari tempati yangi tercemar. 

c. Restorasi.  

Restorasii pemulihani fungsii lingkungani hidupi diartikani sebagaii upayai 

pemulihani fungsii lingkungani hidupi untuki menjadikani lingkungani hidupi 

ataui bagian-bagiani darii fungsii lingkungani dapati berfungsii kembalii 

sebagaimanai semulai sebelumi terjadii pencemaran.i Restorasii yangi bisai 

dilakukani jikai mediai yangi tercemarnyai sungaii adalahi salahi satunyai 

dengani carai pengerukani dasari sungai.i Pengerukani dasari sungaii inii 

dilakukani karenai limbahi cairi jikai dibiarkani akani mengendap,i endapani 

inilahi yangi akani menyebabkani pendangkalani airi sungaii. 

4) Tanggungi Jawabi terhadapi Ketentuani Bakui Mutui Airi Limbah. 

Bakui mutui limbahi merupakani ambangi batasi kadari pencemari padai airi 

limbahi yangi akani dilepaskani kei mediai air.i Ketaatani perusahaani tekstili 

terhadapi ketentuani bakui mutui lingkungani khsusnyai bakui mutui airi limbah,i 

tentunyai menjadii tanggungi jawabi perusahaani tekstili termasuki PT.Ai dani PT.G.i 

Keduai perusahaani inii padai dasarnyai telahi melanggari bakui mutui airi limbahi 

berdasarkani datai darii hasili Laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi sesuaii 

dengani Peraturani Menterii Lingkungani Hidupi Republiki Indonesiai Nomori 5i 

Tahuni 2014i Lampirani XLIIi Tentangi Bakui Mutui Airi Limbah. 

Pelanggarani terhadapi parameteri bakui mutui airi limbahi keduai perusahaani 

inii sangati jauhi darii ambangi batasi bakui mutui airi limbahi yangi sudahi 

ditetapkan.i Pelanggarani bakui mutui keduai perusahaani inii sangati berdampaki 
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padai bakui mutui lingkungani hidupi khsusnyai bakui mutui air.i Keduai perusahaani 

inii seharusnyai mampui dani sadari untuki memperbaikii bakui mutui airi 

limbahnyai sebagaii bentuki tanggungi jawabi atasi kepatuhani terhadapi bakui mutui 

air. 

5) Tanggungi Jawabi Mutlaki (Stricti Liability)i terhadapi Asasi Pencemari Membayar. 

Tanggungi jawabi mutlaki (Stricti Liability)i dalami pencemarani airi yaitui 

tanggungi jawabi yangi harusi dilakukani olehi pelakui pencemari tanpai harusi adai 

pembuktian,i kesengajaani dani kealpaan12.i Tanggungi jawabi mutlaki inii 

didasarkani kepadai dampaki kerugiani akibati perbuatani pencemarani sehinggai 

adai kerugiani yangi dirasakani olehi pihaki laini akibati darii pencemarani tersebut. 

Asasi Pencemarani membayari diartikani sebagaii tanggungi jawabi pelakui usahai 

dalami kegiatannyai yangi menimbulkani pencemarani dan/ataui kerusakani 

lingkungani hidupi wajibi menanggungi biayai dalami pemulihani lingkungani hidup.i 

Pasali 88i Undang-Undangi Nomori 32i tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani 

Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

PT.Ai dani PT.Gi harusnyai melaksanakani tanggungi jawabi mutlaki i akibati darii 

pencemarani airi yangi dilakukan.i Bertanggungi jawabi mutlaki (Stricti Liability)i i 

disinii dimaksudkani unsuri kesalahani tergugati tidaki perlui dibuktikani olehi 

penggugat,i sebagaii dasari gantii rugii terhadapi lingkungani hidup.i Besarnyai nilaii 

gantii rugii disinii dapati dibebankani kepadai pencemari ataui perusaki lingkungani 

hidup. 

Asasi pencemarani membayari inii dimaksudkani bahwai tanggungi jawabi PT.Ai 

dani PT.Gi bukani hanyai ketentuani yangi adai saati perusahaani melakukani 

pencemarani air,i tetapii asasi pencemarani membayari inii merupakani pemulihani 

kembalii darii kualitasi lingkungani ataui bakui mutui lingkungani khususnyai bakui 

mutui airi .i Asasi pencemarani membayari inii digunakani untuki membiayaii 

perbaikani mutui lingkungani khsusnyai mutui airi sertai pihaki laini yangi terkenai 

dampaki darii pencemarani air.i  

Padai kenyataannyai asasi pencemarani membayar,i banyaki perusahaani tekstili 

yangi menolaki untuki membayari kerugian,i sertai membiarkani begitui sajai 

lingkungani yangi terkenai dampaki pencemarani hali inii didasarkani beberapai 

alasani sepertii perusahaani tekstili tidaki merasai melakukani pencemaran,i 

keterbatasani lahani Intalasii Pengelolaani Airi Limbahi (IPAL)i dani adanyai 

ketidaksengajaani (Humani Error).i Akibatnyai pencemarani airi inii sampaii 

sekarangi masihi terjadii sertai berdampaki padai lingkungani hidupi yangi 

berkelanjutan.i Asasi pencemarani membayari jugai semakini tidaki jelasi bagaimanai 

menjalankani perbaikani lingkungannya,i karenai sampaii sekarangi hasili darii asasi 

pencemarani membayari belumi terlihati dampaki yangi dihasilkan. 

 

                                                             
12Hukumi Online,i “Konsepi dani Praktiki Stricti Liabilityi dii Indonesia”,i https:/ 

/www.hukumonline.com/klinik/detail /ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan- praktik-strict-
liability-di-indonesia/,i Diaksesi Padai Harii Selasa,i Tanggali 17i Julii 2019,i i Pukuli 23.20i WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/
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2. Penerapani Sanksii terhadapi i Perusahaani Tekstili yangi melakukani Pencemarani Air. 

Mengenaii sanksii yangi diberikani terhadapi pelakui pencemarani air,i adai tigai jenisi 

sanksii yangi bisai diberikan,i yaitui sanksii administrasi,i sanksii perdatai dani sanksii 

pidana.i Ancamani sanksii inii diharapkani untuki memberikani efeki jerai terhadapi 

pelakui pencemarani air.i Selaini ketigai sanksii tersebut,i upayai yangi dapati dilakukani 

dalami menyelesaikani sengketai pencemarani airi bisai diselesaikani dii luari pengadilani 

sesuaii dengani Pasali 84i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

Penerapani sanksii yangi sudahi diberikani terhadapi PT.Ai dani PT.Gi barui diterapkani 

sanksii administrasii berupai tegurani tertulisi olehi Dinasi Lingkungani Hidupi Kotai 

Bandung.i Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani 

dani Pengelolaani Lingkungani Hidup,i selaini sanksii Administrasi.. Keduai perusahaani inii 

diberii sanksii administrasii yangi dikeluarkani olehi Dinasi Lingkungani Hidupi berupai 

Tegurani tertulisi sesuaii dengani Pasali 76i Ayati (2)i hurufi ai Undang-Undangi Nomori 

32i Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup.i Tegurani 

tertulisi inii isinyai supayai PT.Ai dani PT.Bi segerai memperbaikii Instalasii Pengolahani 

Airi Limbahi (IPAL).i IPALi yangi dimilikii olehi PT.Ai dani PT.Bi dinilaii kurangi memadai,i 

sehinggai terjadii overloadi kapasitas. 

Sanksii administrasii inii sebelumnyai diberikani kepadai PT.Ai padai tahuni 2018i 

dalami kasusi pencemarani air,i hali inii berdasarkani SK.297/Menlhk-

PHLK/PPA/GKM.0/2/2018.,i dii manai terdapati empati parameteri melebihii ambangi 

batasi bakui mutui airi limbah.i Pemberiani sanksii administrasii inii tentunyai dapati 

dinilaii kurangi efektifi karenai kurangi memberikani efeki jera,i karenai keduai kalinyai 

PT.Ai dikenaii sanksii administrasii dalami pelanggarani yangi sama,i artinyai tidaki adai 

efeki jerai yangi diarasakani olehi PT.A. 

PT.Ai dani PT.Gi inii seharusnyai menghentikani dului aktivitasi perusahaanyai dani 

mematuhii sanksii administrasii yangi diberikan.i Namuni padai kenyataanyai keduai 

perusahaani inii masihi melakukani aktivitasnyai sepertii biasa,i sehinggai pencemarani 

masihi terjadii sampaii saati ini.i Tentunyai inii akani menimbulkani pertanyaani darii 

masyarakati yangi dirugikani mengenaii penerapani sanksii yangi diberikani kepadai PT.Ai 

dani PT.G.i  

Selaini sanksii administrasii pelakui pencemarani jugai dapati diterapkani sanksii 

perdatai sesuaii Pasali 87i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 

Pengelolaani dani perlindungani Lingkungani Hidup.i Bentuki darii penegakani hukumi inii 

adalahi sanksii perdatai berupai pembayarani gantii rugii bagii masyarakati dani 

pemulihani terhadapi pencemarani dan/ataui kerusakani lingkungani hidup.i Haki gugati 

inii bisai diajukani olehi Pemerintah,i masyarakati maupuni organisasii lingkungani hidup. 

Hak gugat pemerintah sesuai dengan Pasali 90i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i 

Tahuni 2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. Pemerintahi 

dani Pemerintahi Daerahi diberii wewenangi mengajukani gugatani terhadapi perusahaani 

yangi melakukani pencemaran.i Gugatani inii diajukani dengani dasari adai kerugiani 

lingkungani hidupi diwilayahnya,i bukani berdasarkani kerugiani yangi bersifati haki miliki 

privat.i 
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Hak gugat masyarakat terdapat Pasali 91i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 

2009i Tentangi Perlindungani dani Penegelolaani Lingkungani Hidup. Gugatani masyarakati 

inii diajukani olehi perwakilani kelompoki Classi action.i Classi actioni adalahi suatui carai 

yangi diberikani kepadai kelompoki orangi yangi mempunyaii kepentingani dalami suatui 

masalah,i baiki seorangi ataui lebihi anggotanyai menggugati sebagaii perwakilani 

kelompoki sehinggai setiapi anggotai kelompoki tidaki turuti serta13.i Persyaratani umumi 

yangi perlui diperhatikani adalahi bahwai perwakilannyai harusi jujur,i mencakupi banyaki 

orang,i gugatani yangi layaki sertai diterimai olehi kelompoki dani mempunyaii 

kepentingani hukumi dani faktai darii pihaki yangi diwakili.i Gugatani perwakilani (Classi 

action)i inii dii dasarkani Pasali 91i Ayati (2)i Undang-undangi Nomori 32i Tahuni 2019i 

Tentangi perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

Haki gugati organisasii lingkungani hidupi diajukani atasi dasari pelestariani lingkungani 

hidup.i Haki gugati organisasii lingkungani hidupi hanyai terbatasi untuki menuntuti 

supayaipelakui pencemaran,i melakukani tindakani tertentui dan/ataui upayai tertentui 

atasi pencemarani yangi terjadii sehinggai dapati menjagai kelestariani lingkungani hidup,i 

sesuaii dengani Pasali 92i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi 

Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

Penegakani Hukumi Pidanai Lingkungani dapati dilaksanakani apabilai telahi 

memenuhii salahi satui persyaratani berikuti : 

a. Sanksii administratif,i sanksii perdata,i penyelesaiani sengketai alternatifi melaluii 

negosiasi,i mediasi,i musyawarahi diluari pengadilani setelahi diupayakani tidaki 

efektifi ataui diperkirakani tidaki akani efektif.i  

b. Tingkati kesalahani pelakui relatifi berat. 

c. akibati perbuatani pelakui relatifi besar. 

d. Perbuatani pelakui menimbulkani keresahani bagii masyarakat. 

i Hali inii berkaitani bahwai penerapani sanksii pidanai lingkungani tetapi 

memerhatikani asasi ultimumi remedium,i yangi mewajibkani penerapani penegakani 

hukumi pidanai sebagaii upayai terakhiri setelahi penerapani penegakani hukumi 

administratif,i sanksii perdatai dani penyelesaiani sengketai dii luari pengadilan.i  

Upayai penegakani Hukumi Pidanai yangi berkaitani dengani tanggungi jawabi 

berkaitani dengani perlindungani dani pengelolaani lingkungani hidupi terdapati padai 

Pasali 98,i Pasali 99,i dani Pasali 100i .i Pasali 98i Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 

2009i Tentangi Perlindungani dani Pengelolaani Lingkungani Hidup. 

Berdasarkani faktai yangi ada,i sanksii yangi diberikani terhadapi perusahaan tekstili 

yangi melakukani pencemarani airi kebanyakani hanyai diterapkani sanksii administrasii 

darii dinasi lingkungani hidup.i Padahali selaini penerapani sanksii administrasi,i 

penyelesaiani secarai perdatai dani pidanai juga sebenarnyai diperlukani terhadapi pelakui 

pencemarani airi untuki lebihi memberikani efeki jerai terhadapi pelakui pencemaran,i 

namuni kenyataannyai penerapani sanksii perdatai dani sanksii pidanai jarangi digunakani 

dalami menyelesaiakani kasusi pencemarani air.i Penerapani sanksii terhadapi pelakui 

pencemarani airi jugai seringi tidaki jelasi pelaksanaannya,i kebanyakani tidaki 

                                                             
13Hukumi Online,i “Classi Action”, https:// www.hukumonline.com /klinik/ detail/ ulasan/cl 2436/ 

classaction/, Diaksesi Padai Harii Senin,i Tanggali 8i Julii 2019,i Pukuli 20.10i WIB. 
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terselesaikani dengani baik,i hali inii didasarkani masihi terjadinyai pencemarani airi yangi 

terjadii akibati darii limbahi cairi yangi dibuangi olehi perusahaani tekstil,i termasuki PT.Ai 

dani PT.G.i 

 

E. Simpulan. 

Berdasarkani Undang-Undangi Nomori 32i Tahuni 2009i Tentangi Pengelolaani dani 

Perlindungani Lingkungani Hidup,i tanggungi jawabi mencakupi penanggulangan,i pemulihani 

fungsii dani tanggungi jawabi pencemari membayari belumi dilaksakani olehi PT.Ai dani PT.G.i 

Datai darii laboratoriumi Dinasi Lingkungani Hidupi Keduai perusahaani inii jugai padai 

dasarnyai tidaki mematuhii bakui mutui airi limbahi karenai terbuktii terdapati parameteri 

yangi melebihii bakui mutui airi limbah.  

Terhadapi PT.Ai dani PT.Gi dikenakani sanksii administrasii berupai tegurani tertulis.i 

Namuni demikiani sanksii inii belumi efektif,i dimanai keduai perusahaani inii masihi 

melakukani kegiatani usahanyai dani untuki PT.Ai sanksii inii pernahi diberikani untuki kasusi 

yangi samai padai tahuni 2018. Tentunyai harusi adai ketegasani yangi dilakukani i olehi 

Dinasi Lingkungani Hidupi dalami menindaki dani memberikani sanksii terhadapi pelakui 

pencemarani air.i  

Selaini penerapani sanksii administrasi,i penyelesaiani secarai perdatai dani pidanai jugai 

diperlukani terhadapi pelakui pencemarani air.i Hali inii diharapkani agari menimbulkani efeki 

jerai terhadapi pelakui pencemarani sertai meningkatkani kesadarani agari manusiai selalui 

menjagai lingkungani hidup. 
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